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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Otonomi secara etimologi berasal dari kata auto dan nomos yang berarti 

sendiri dan peraturan atau perintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka 

secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu 

entitas (pemerintahan) tersendiri, atau berarti memerintah sendiri. (Riant Nugroho 

dalam Leo Agustino, 2014 : 13). 

Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau pendemokrasian pemerintahan 

dengan keterlibatan langsung dengan masyarakat melalui pendekatan lembaga 

perwakilan sebagai personifikasi (Kaloh, 2002 : 29). Namun dalam era transisi 

dimana kondisi masyarakat masih mengalami beberapa kendala seperti rendahnya 

pendidikan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, seringkali pendemokrasian 

jalannya pemerintahan daerah dikemas oleh kepentingan elite politik semata, 

sehingga tidak jarang partai politik dan anggota DPRD tidak mampu 

melaksanakan fungsinya untuk melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan 

para pemilihnya, malahan yang banyak terjadi adalah menyuarakan kepentingan 

pribadi semata.  

Otonomi Daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk 

menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi 

pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada 

sektor swasta. (Mas‟ud Said, 2008 : 5). Sedangkan dalam Undang-undang 23 
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tahun 2014 pasal 1 angka 12 Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mengatur batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah 

untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang 

menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh 

kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah. Pemeritah 

Daerah bebas berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan 

tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.  

Tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 

mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah 

setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era 

reformasi (Kaloh, 2002:49).  

2.2 Otonomi Desa 

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 

dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk.(HAW. Widjaja, 

2005:4).  

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat 

yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan 

lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki 
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susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu 

dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri ( R.H Unang 

Soenardjo dalam Hanif Nurcholis, 2011 : 4). 

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan 

adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan 

atau wilayah yang melingkupinya (L.Nyoman Beratha dalam Hanif 

Nurcholis,2011 : 4). 

Untuk mempercepat pencapaian maksud dan tujuan tersebut dikeluarkan 

Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini, maka di perlukan adanya dukungan 

semua pihak baik Pemerintah, Lembaga Perwakilan Rakyat, dan Masyarakat. 

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara umum yang 

dimaksud dengan :  

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakaat, hak asal usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
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2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Desa; 

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakann oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis; 

6. Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; 

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 
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8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 

utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 

10. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 

desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah; 

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; 

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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14. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintaahan 

daerah; 

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa. 

2.3 Kemampuan  

Kata “kemampuan” berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekayaan.(Poerwadaminta, 3003:569). Selanjutnya kemampuan merupakan sifat 

yang dibawa sejak lahir atau yang dipelajari, yang memungkinkan seseorang 

menyelesaikan pekerjaannya.(Gibson, 2002:54). Dan juga Thoha (2010:68) 

berpendapat bahwa kemampuan merupakan salah satu unsur yang berkaitan 

dengan pengetahuan, keterampilan yang dapat diperoleh pegawai melalui 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.Dari beberapa pengertian 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi dalam menguasai 

sesuatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan suatu hasil 

latihan atau praktek yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan 

melalui suatu tindakan.  
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2.4    Pemerintah Desa 

Pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis 

memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan 

kondisi keasadaan tentang suatu desa. Oleh karena itu tentunya hal ini masih 

membutuhkan dan memerlukan kajian-kajian dan analisis lanjutan dan lebih 

mendalam lagi tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa.  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau di 

bentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang berada pada Kabupaten/kota. 

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas 

sekertaris desa dan perangkat desa lainnya (Siswanto Sunarno, 2008 : 19).  

Aparatur adalah perangkat, aparat atau alat administrasi negara dan 

pemerintah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab 

melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Di Desa aparatur dilakukan oleh 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari 

penduduk desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya 

berlaku ketentuan hukum adat setempat. Jabatan kepala desa adalah enam tahun 

dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya (Rozali 

Abdullah, 2010 : 169). 
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Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah 

desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka 

pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat 

sangat berperan untuk menunjang mudahnya masyarakat di gerakkan untuk 

berpartisipasi (Andi Yusran, 2006 : 80). Selanjutnya Desa adalah suatu wilayah 

yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk 

didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemetintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak 

berhak menyyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Widjaja, 2002 : 19) 

2.5    Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu negara 

demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah 

diserahkan atau telah di legitimasikan oleh masyarakat kepada lembaga 

pemerintah tersebut, yang dalam hal ini melaksanakan berbagai bentuk fungsi 

pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, 

dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen 

masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu “fungsi utama” dari 

pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan 

(Rahyunir Rauf, 2015:39) 
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a. Pemerintah Desa  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa 

(kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas : 

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa  

2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas : 

a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang 

diketuai oleh sekretaris desa; 

b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa 

yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan 

pengairan, keagamaan dan lain-lain; 

c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah 

kerjanya seperti kepala dusun.  
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

 

 

 

 

  

Sumber : Hanis Nurcholis, 2011:74 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, 

Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa 

mempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

b. Mengajukan rancangan peraturan Desa; 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

e. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

f. Membina perekonomian desa; 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

Kepala Desa BPD 

Sekdes  

Staf 

Pelaksana 

Teknis 

Kepala 

Kewilayaha
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h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai 

kewajiban yaitu :  

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 

e. Melaksanakan prinsip tata pelaksanaan Pemerintahan Desa yang 

bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa; 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik; 

i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaasn 

keuangan Desa; 

j. Melaksanakan kewenangan menjadi urusan Desa; 
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k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat di Desa; 

m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 

adat dan istiadat; 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan 

o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan 

pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan 

peraturan pemerintah. Agar fokus terhadap pelayanan masyarakat maka kepala 

Desa dilarang untuk : 

a. Menjadi pengurus partai politik; 

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan di desa 

yang bersangkutan; 

c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD); 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan 

pemilihan Kepala Daerah; 

e. Merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok 

masyarakat; 
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f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta menerima uang, 

barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 

g. Menyalahgunakan wewenang; dan 

h. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 

Kepala Desa berhenti karena (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri, 

(3) diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena sebab : 

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; 

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; 

d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan 

e. Tidak melaksanakan tugas kepala desa; 

f. Melanggar larangan bagi kepala desa. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa kepada bupati/wali kota, 

memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemeintah Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa 

disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat 1(satu) kali dalam satu 

tahun.  
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Laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah BPD. 

Menginformsikan laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada 

masyarakat dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman 

atau disampaikan secraa lisan dalam pertemuan dengan masyarakat. Sebagaimana 

disinggung di depan, Kepala Desa di bantu oleh perangkat Desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa bertanggung jawab 

kepada kepala Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris Desa dan perangkat 

desa lainnya. Sekertais desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan, yaitu :  

a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat; 

b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; 

c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; 

d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di 

bidang perencanaan; 

e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan 

f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. 

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten atau Kota atau 

nama Bupati/wali kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa 

dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan 

dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon 

harus berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam 
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puluh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur 

dengan peraturan daerah Kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat :  

a. Persyaratan calon; 

b. Mekanisme pengangkatan; 

c. Masa jabatan ; 

d. Kedudukan keuangan; 

e. Uraian tugas; 

f. Larangan; dan 

g. Mekanisme pemberhentian. 

Jumlah perangkat desa di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 

ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman 

penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan 

daerah Kabupaten/kota. Peraturan daerah Kabupaten/kota sekurang-kurangnya 

memuat : 

a. Tata cara penyusunan struktur organisasi; 

b. Perangkat; 

c. Tugas dan fungsi; 

d. Hubungan kerja.  

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan 

dan tunjangan lainnya sesuai dengan keuangan kemampuan desa yang ditetapkan 

setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama 

dengan upah minimum regional Kabupaten/kota. 
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b. Badan Permusyawaratan Desa  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaran 

Pemerintah Desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat dua 

lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan 

kebijakan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi 

menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang sebagai 

berikut : 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala Desa; 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa 

dan peraturan kepala Desa; 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa; 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa; 

e. Menggali, menampung, menghimpun, menyalurkan aspirasi 

masyarakat; 

f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang diterapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Anggota BPD terdiri atas anggota rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, 

pemangku agama, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 

(enam) tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 

berikutnya. 
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Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1(satu) orang wakil ketua, 

dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD 

secara langsung oleh aparat BPD yang diadakan secara khusus. BPD mempunyai 

hak sebagai berikut : 

a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan 

b. Menyatakan pendapat.  

Anggota BPD mempunyai hak : 

a. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

b. Mengajukan pertanyaan; 

c. Menyampaikan usul dan pendapat; 

d. Memilih dan dipilih; 

e. Memperoleh tunjangan. 

Anggota BPD mempunyai kewajiban:  

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan 

perundang-undangan; 

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa; 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan 

Negara Republik Indonesia; 

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan aspirasi masyarakat; 

e. Memproses pemilihan kepala desa; 
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f. Mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan; 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat; 

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 

Pimpinan dan anggota BPD (badan permusyawaratan desa) tidak 

diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. 

Pimpinan dan anggota BPD dilarang : 

a. Menjadi pelaksana proyek desa; 

b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 

masyarakat lain; 

c. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme uang, barang, dan atau 

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya; 

d. Menyalahgunakan wewenang; 

e. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 

2.6 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Menurut Rahyunir Rauf (2015:57) Dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan 

desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam pasal 24 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut : 
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a. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 

tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. Efektivitas dan efesiensi, efektifitas adalah asas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai 

tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan efisiensi adalah 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 

harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan; 

d. Partisipatif adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari 

masyarakat. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu 

yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 

1. Emi Hariyati (2015) memaparkan dalam Jurnalnya Peran Kepala 

Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dengan 

hasil penelitiannya yaitu “Sudah Berjalan Dengan Baik” dilihat 

dari pelaksanaan administrasi yang transparan dan tertata rapi dalam 
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penyusunan arsip, dokumentasi maupun pelayanan pegawai kantor 

desa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diinginkan 

oleh masyarakat setempat. Perbedaannya yaitu, Emi Hariyati 

memfokuskan pada peran kepala desa saja dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan desa sementara penulis 

memfokuskan pada penyelenggaraan pemerintah desa yang 

dilakukan oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa serta 

Badan permusyawaratan Desa. 

2. Suhardi (2016) memaparkan dalam jurnalnya Tata Kelola 

Penyelenggaraan Prmerintahan Desa (studi kasus Desa 

Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa). Dengan hasil 

penelitiannya yaitu “adanya dampak positif” di lihat dari adanya 

perkembangan di desa majanngan dan sumber daya manusia yang 

pada umumnya cukup memadai dan bahkan sangat potensial serta 

keterlibatan lembaga sangat ikut berperan dalam peningkatan 

sumber daya manusianya. Perbedaannya yaitu, Suhardi 

memfokustan tentang bagaimana dalam tata kelola dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan yang penulis 

fokuskan kepada bagaimana pemerintah desa menyelenggarakan 

pemerintahan desa tersebut. 

3. Rizki Andini (2015) memaparkan dalam skripsinya Analisis 

Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. 



 33 

Dengan hasil penelitiannya yaitu “Cukup Setuju”. Hal ini dapat 

dilihat dari tiga indikator yang dijadikan bahan penelitian yaitu : 

kepemimpinan, motivasi dan pendidikan. Perbedaannya yaitu Rizki 

Andini memfokuskan hanya pada kinerja perangkat desa saja, 

sedangkan penulis memfokuskan pada Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.  

4. Lia Waroka (2017) memaparkan dalam skripsinya 

Penyelenggaraan Otonomi Desa Di Desa Lukun Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Desa dengan hasil penelitiannya “Belum Dapat 

Dilaksanakan Secara Maksimal”. Karena masih terkendala kepada 

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan 

BPD, yakni keterbatasan sarana, kekurangan biaya, serta kondisi 

geografis yang kurang mendukung karena berada disekitar laut, 

sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.  

5. Taufik Hidayat memaparkan dalam skripsinya Pelaksanaan 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 

Tentang laporan kepala Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan 

Salo Kabupaten Kampar dengan hasil penelitiannya “Belum 

Berjalan Dengan Baik” karena kurangnya media informasi yang 

dimiliki oleh desa dan informasi yang di dapat oleh masyarakat desa.  
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2.8 Pandangan Islam tentang Pemimpin  

Al-Quran merupakan sebuah kita suci umat islam yang sangat sakral. Sebab 

Al-quran menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat islam pada khususnya. Dalam 

islam seseorang pemimpin itu harus mampu berlaku adil tanpa membeda-bedakan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

dalam islam yaitu untuk mensejahterakan hidup manusia baik di dunia maupun di 

akhirak kelak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-quran, yang mana 

seorang pemimpin tersebut haruslah mampu amanah dalam menjalankan segala 

peraturan yang telah di buat dengan musyawarah. Sebagaimana firman allah 

dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu : 

                                   

                                    

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat,”Aku hendak menjadi khalifah di bumi.” Mereka berkata, “apakah 

engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah 

disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 

Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia atau yang menjadi seorang 

pemimpin diwajibkan untuk menyampaikan amanah kepada manusia yang berhak 

dan manusia diwajibkan menetapkan hukum yang adil kepada siapapun yang 

bersalah.  

Berikut adalah hadis yang menerangkan tentang pemimpin sebagai berikut : 
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 ِ ثنَبَ عَبْدُ اللَّّ ِ  حَدَّ ِ بْهِ عُمَزَ أنََّ رَسٌُلَ اللَّّ ِ بْهِ دٌِنبَرٍ عَهْ عَبْدِ اللَّّ بْهُ مَسْهمََتَ عَهْ مَبنكٍِ عَهْ عَبْدِ اللَّّ

كُهُّكُمْ مَسْئٌُلٌ عَهْ رَعٍَِّتوِِ فبَلْْمٍَِزُ انَّذِي عَهَ  ًَ سَهَّمَ قبَلَ ألَََ كُهُّكُمْ رَاعٍ  ًَ ٍْوِ  ُ عَهَ ِِ رَ صَهَّى اللَّّ اعٍ ى اننَّب

انْمَزْأةَُ رَاعٍِتٌَ  ًَ ٌَ مَسْئٌُلٌ عَنْيمُْ  ىُ ًَ ٍْتوِِ  جُمُ رَاعٍ عَهىَ أىَْمِ بَ انزَّ ًَ ٌَ مَسْئٌُلٌ عَنْيمُْ  ىُ ًَ ٍْيِمْ   عَهىَ عَهَ

ٌَ مَسْئٌُلٌ عَنْوُ  ىُ ًَ انْعَبْدُ رَاعٍ عَهىَ مَبلِ سٍَِّدِهِ  ًَ ًَ مَسْئٌُنتٌَ عَنْيمُْ  ىِ ًَ ندَِهِ  ًَ ًَ ٍْتِ بعَْهِيبَ  فكَُهُّكُمْ رَاعٍ  بَ

كُهُّكُمْ مَسْئٌُلٌ عَهْ رَعٍَِّتوِِ  ًَ  

Ibnu umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw 

bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan 

diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang 

suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang 

memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab 

dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang 

bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 

yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 

pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Bukhori Muslim) 

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika pemimpin dalam islam. 

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam pemimpin adalah 

tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai 

pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung 

jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung 

jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya, 

seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan 
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bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur 

bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) 

bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di 

sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata ra „a sendiri secara bahasa 

bermakna gembala dan kata ra-„in berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia 

harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang 

gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk 

mensejahterakan binatang gembalanya. 

2.9 Definisi Konsep  

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian ini, berikut 

akan disusun definisi konsep sebagai berikut : 

1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat, dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Otonomi Desa adalah merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta 

bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas 

desentralisasi dengan undang-undang; 
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3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintah desa.  

4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

2.10 Konsep Operasional 

Kerangka operasional adalah suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, 

sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang 

digunakan sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional  

 

Variabel  Indikator  Sub Indikator  

Penyelenggaraan 

pemerintah desa 

adalah 

penyelenggaraan 

yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa 

dan Badan 

Permusyawaratan 

Desa. 

 

1. Keterbukaan  1. Masyarakat memperoleh 

informasi dengan benar 

dan bertambahnya 

pengetahuan masyarakat  

2. Tumbuhnya kesadaran 

masyarakat untuk  

menilai penyelenggaraan 

pemerintah desa 

3. Terjalinnya Komunikasi 

antara pemerintah desa 

dan BPD 

2. Profesionalitas  1. Terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan 

administrasi maupun 

pelayanan yang lainnya 

2. Terpenuhinya 

pertanggungjawaban 

setiap kegiatan desa  
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3. Efektivitas dan 

Efisiensi 

1. Tercapainya kegiatan 

pembangunan desa  

2. Meningkatkan ekonomi 

rakyat 

3. Kepuasan masyarakat 

terhadap hasil kerja 

perangkat Desa  

4. Setiap kegiatan berjalan 

sesuai dengan rencana 

 4. Partisipatif  1. Peran serta masyarakat 

2. Peran kelembagaan 

masyarakat 

Sumber : Pasal 24 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 
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2.11  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori behubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka 

berpikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah atau 

(objek) penelitian.(Menurut Widayat dan Amirullah dalam Masyhuri, 2011 : 119). 

Gambar 2.2 

 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa Di Desa Sei Beras-Beras Kecamatan Lubuk 

Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Berjalan dengan Optimal atau tidak optimal 

Keterbukaan  Profesionalitas  Partisipatif  Efektivitas dan efisiensi 


